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Abstrak

Kecelakaan tunggal pada kendaraan bermotor, baik sepeda motor maupun mobil,
merupakan fenomena yang sering terjadi di jalan raya. Kecelakaan tunggal adalah
kecelakaan yang hanya melibatkan satu kendaraan tanpa melibatkan kendaraan lain
atau pengguna jalan lainnya. Meskipun hanya melibatkan satu pihak, kasus ini
menimbulkan masalah hukum terkait dengan perlindungan terhadap pengguna jalan,
baik dari segi keselamatan, hak-hak hukum, maupun tanggung jawab negara atas
infrastruktur yang memadai. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji aspek perlindungan
hukum bagi pengendara dalam kecelakaan tunggal, terutama terkait tanggung jawab
penyediaan jalan yang aman, tanggung jawab pengendara, serta hak-hak korban
kecelakaan. Melalui pendekatan normatif yuridis, artikel ini mengeksplorasi peran
hukum dalam memastikan adanya perlindungan bagi pengguna jalan dari segi
tanggung jawab pemerintah, hukum perdata, dan potensi klaim asuransi.

Kata Kunci: Perlindungan hukum, kecelakaan tunggal, pengguna jalan, kendaraan

bermotor, infrastruktur jalan.

Abstract
Single-vehicle accidents involving motor vehicles, whether motorcycles or cars, are
a common phenomenon on the roads. A single-vehicle accident is one that involves
only one vehicle without involving other vehicles or road users. Although it involves
only one party, these cases raise legal issues related to the protection of road users,
including safety, legal rights, and the government's responsibility for providing
adequate infrastructure. This article aims to examine the legal protection aspects for
drivers in single-vehicle accidents, particularly regarding the responsibility for
providing safe roads, the driver's responsibility, and the rights of accident victims.
Through a normative juridical approach, this article explores the role of law in
ensuring protection for road users in terms of government responsibility, civil law,
and potential insurance claims.

Keywords: Legal protection, single-vehicle accidents, road users, motor vehicles, road

infrastructure.
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PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas di Indonesia terus menjadi permasalahan serius seiring dengan
meningkatnya jumlah kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor. Salah satu
jenis kecelakaan yang umum terjadi namun sering kali tidak mendapat perhatian adalah
kecelakaan tunggal, yaitu kecelakaan yang melibatkan satu kendaraan saja. Berdasarkan data
dari Korlantas Polri, kecelakaan tunggal sering kali diakibatkan oleh berbagai faktor,
termasuk kondisi jalan yang buruk, kesalahan pengendara, atau kerusakan teknis kendaraan.
Kecelakaan tunggal menimbulkan beberapa pertanyaan hukum terkait perlindungan
pengendara sebagai pengguna jalan. Apakah pengendara yang mengalami kecelakaan
tunggal berhak mendapatkan perlindungan hukum dan apakah ada tanggung jawab
pemerintah terhadap penyediaan infrastruktur jalan yang aman? Bagaimana peran hukum
dalam menjamin hak-hak korban kecelakaan tunggal, terutama dalam konteks asuransi,
kesehatan, dan ganti rugi?

Anrtikel ini bertujuan untuk membahas perlindungan hukum terhadap pengguna jalan
yang mengalami kecelakaan tunggal, dengan fokus pada tanggung jawab negara, hak-hak
pengendara, dan potensi klaim hukum yang bisa diajukan oleh korban.

METODE PENELITIAN

Penulis menggunakan penelitian hukum dengan cara meneliti bahan kepustakaan
(data sekunder) yang dapat dinamakan penelitian hukum normatif atau penelitian hukum
kepustakaan. Disamping adanya penelitian hukum normatif, Penulis menghubungkannya
dengan penelitian hukum sosiologis atau Emperes yang mana terutama meneliti data primer
seperti bahan yang mengikat perundang-undangan. Untuk itu, maka dapat disimpulkan
bahwa spesifikasi penelitian yang akan dilakukan Penulis adalah penelitian hukum normatif
dan Emperes yang akan dilanjutkan dengan pendekatan deskriptif analitis. Pendekatan
deskriptif analitis adalah pendekatan yang digunakan untuk memberikan gambaran dan
memaparkan obyek penelitian berdasarkan kenyataan yang ada secara kronologis dan
sistematis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Definisi Kecelakaan Tunggal dan Karakteristiknya

1.1. Definisi dan Penyebab Kecelakaan Tunggal

Kecelakaan tunggal didefinisikan sebagai kecelakaan lalu lintas yang hanya
melibatkan satu kendaraan tanpa adanya benturan atau tabrakan dengan kendaraan lain, objek
tetap, atau pengguna jalan lainnya. Beberapa penyebab utama kecelakaan tunggal antara lain:
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Kondisi jalan yang buruk: Jalan yang berlubang, tidak rata, atau rusak sering kali
menjadi penyebab utama terjadinya kecelakaan tunggal, khususnya bagi pengguna
sepeda motor.

Perlindungan Hukum bagi Korban Kecelakaan Tunggal

Korban kecelakaan tunggal, baik pengguna sepeda motor maupun mobil, berhak
mendapatkan perlindungan hukum dalam berbagai bentuk, antara lain:

Klaim Asuransi: Jika korban kecelakaan tunggal memiliki asuransi, baik
asuransi kendaraan maupun asuransi kesehatan, mereka berhak untuk
mengajukan klaim guna menutupi kerugian yang dialami, baik berupa biaya
perbaikan kendaraan, biaya medis, maupun kompensasi atas kehilangan
penghasilan. Berdasarkan ketentuan yang ada dalam polis asuransi, korban
kecelakaan tunggal berhak atas ganti rugi sepanjang mereka memenuhi syarat
yang ditetapkan oleh perusahaan asuransi.

Hak atas Penggantian Biaya Medis: Korban kecelakaan tunggal yang
mengalami cedera fisik berhak mendapatkan penggantian biaya pengobatan
melalui BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lain yang dimiliki, selama
perawatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tanggung Jawab Pemerintah terhadap Penyediaan Infrastruktur Jalan yang
Aman

Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan
Angkutan Jalan, pemerintah memiliki kewajiban untuk menyediakan infrastruktur
jalan yang aman dan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Hal ini meliputi:

Pemeliharaan dan Perbaikan Jalan: Pemerintah, melalui instansi terkait,
bertanggung jawab untuk memastikan bahwa jalan yang digunakan oleh
masyarakat dalam kondisi baik, bebas dari lubang, permukaan jalan yang tidak
rata, atau kerusakan lain yang berpotensi menimbulkan kecelakaan.

Penyediaan Rambu Lalu Lintas yang Memadai: Pemerintah juga bertanggung
jawab untuk memasang dan memelihara rambu lalu lintas, marka jalan, serta alat
bantu lain yang dapat membantu pengendara memahami kondisi jalan, seperti
tikungan tajam, area rawan kecelakaan, atau peringatan adanya kerusakan jalan.
Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009: Pasal ini menyebutkan bahwa pemerintah
atau penyelenggara jalan bertanggung jawab secara hukum apabila terjadi
kecelakaan lalu lintas akibat kerusakan jalan yang tidak diperbaiki dalam waktu
yang wajar setelah kerusakan tersebut diketahui. Dengan kata lain, jika
kecelakaan tunggal terjadi akibat kondisi jalan yang buruk atau rusak, korban
berhak mengajukan tuntutan hukum terhadap pemerintah atau penyelenggara
jalan atas kelalaian tersebut.

Korban kecelakaan tunggal berhak mendapatkan perlindungan hukum berupa
klaim asuransi, bantuan medis, dan kompensasi atas kerugian yang diderita.
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Selain itu, pemerintah memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan jalan
yang aman dan infrastruktur yang memadai bagi pengguna jalan. Jika kecelakaan
tunggal terjadi akibat kondisi jalan yang buruk, pemerintah dapat diminta
pertanggungjawaban hukum atas kelalaian dalam pemeliharaan jalan.

o Kesalahan manusia (human error): Faktor seperti mengantuk, kehilangan
konsentrasi, atau ketidakpatuhan terhadap aturan lalu lintas juga berperan signifikan
dalam kecelakaan tunggal.

Kesalahan manusia (human error) adalah salah satu faktor dominan yang
menyebabkan kecelakaan tunggal, baik untuk pengendara sepeda motor maupun
mobil. Beberapa bentuk kesalahan manusia yang sering menjadi penyebab
kecelakaan tunggal antara lain:

Mengantuk atau Kelelahan: Pengendara yang memaksakan diri untuk tetap
berkendara meski dalam kondisi lelah atau mengantuk sangat rentan mengalami
kecelakaan tunggal. Saat kelelahan, kemampuan pengendara untuk bereaksi
dengan cepat terhadap situasi di jalan menurun drastis, sehingga risiko kecelakaan
meningkat. Kecelakaan yang disebabkan oleh pengendara yang tertidur di
belakang kemudi sangat umum terjadi, terutama dalam perjalanan jauh.
Kehilangan Konsentrasi: Kehilangan fokus saat mengemudi bisa disebabkan
oleh berbagai hal, seperti penggunaan telepon seluler, makan atau minum sambil
berkendara, serta adanya gangguan dari penumpang atau lingkungan sekitar.
Pengendara yang tidak fokus mudah kehilangan kendali atas kendaraan, sehingga
berpotensi menyebabkan kecelakaan tunggal.

Kecepatan Berlebih: Berkendara dengan kecepatan yang tidak sesuai dengan
kondisi jalan merupakan kesalahan yang sering dilakukan oleh pengendara.
Kecepatan yang berlebihan mengurangi waktu reaksi pengendara saat
menghadapi bahaya atau perubahan kondisi jalan secara tiba-tiba, sehingga
meningkatkan risiko kecelakaan tunggal.

Tidak Mematuhi Rambu Lalu Lintas: Ketidakpatuhan terhadap rambu-rambu
dan aturan lalu lintas, seperti tidak berhenti di lampu merah, tidak memberikan
tanda saat berbelok, atau berkendara di luar jalur yang ditentukan, juga menjadi
penyebab umum kecelakaan tunggal. Pengendara yang tidak mematuhi aturan
lalu lintas sering kali tidak siap untuk menghadapi situasi darurat yang dapat
terjadi di jalan.

Konsumsi Alkohol atau Narkoba: Mengemudi di bawah pengaruh alkohol atau
narkoba sangat berbahaya karena memengaruhi kemampuan pengendara dalam
mengendalikan kendaraan, menilai jarak, dan bereaksi terhadap situasi di jalan.
Pengaruh zat tersebut dapat membuat pengendara kehilangan kesadaran dan
mengakibatkan kecelakaan tunggal yang fatal. Kesalahan manusia dalam
berkendara dapat diantisipasi melalui edukasi, disiplin berlalu lintas, dan
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kesadaran akan pentingnya keselamatan di jalan raya. Selain itu, penggunaan
teknologi keselamatan, seperti sistem peringatan tabrakan dan autopilot pada
kendaraan modern, juga dapat membantu mengurangi risiko kecelakaan akibat
kesalahan manusia.

Kerusakan teknis kendaraan: Gangguan teknis seperti rem yang tidak berfungsi
atau ban yang meletus bisa menyebabkan hilangnya kendali kendaraan.

Kerusakan teknis kendaraan merupakan faktor signifikan yang dapat
menyebabkan kecelakaan tunggal. Kendaraan yang mengalami gangguan teknis
selama perjalanan, terutama saat berada dalam situasi kecepatan tinggi atau di jalan
yang penuh tantangan, berpotensi menyebabkan hilangnya kendali dan terjadinya
kecelakaan. Beberapa bentuk kerusakan teknis yang paling umum berperan dalam
kecelakaan tunggal antara lain:

Rem Tidak Berfungsi: Sistem pengereman yang rusak atau tidak berfungsi
optimal adalah salah satu penyebab kecelakaan tunggal yang paling sering terjadi.
Apabila rem gagal berfungsi saat diperlukan, pengendara kehilangan kemampuan
untuk mengurangi kecepatan atau berhenti tepat waktu, terutama di medan yang
berbahaya seperti jalan menurun, tikungan tajam, atau kondisi lalu lintas yang
padat. Hal ini dapat mengakibatkan kecelakaan tunggal yang serius, terutama jika
kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi.

Ban Meletus atau Kempis: Kondisi ban yang buruk, seperti ban yang sudah aus
atau kempis, meningkatkan risiko kecelakaan. Ban yang tidak dalam kondisi baik
berisiko meletus, terutama saat kendaraan melaju dengan kecepatan tinggi atau
melewati permukaan jalan yang kasar. Ketika ban meletus, pengendara sering kali
kehilangan kendali atas kendaraan, yang dapat menyebabkan kecelakaan tunggal.
Selain itu, tekanan angin yang tidak sesuai dengan standar dapat memengaruhi
stabilitas kendaraan.

Kerusakan Mesin: Masalah pada mesin, seperti overheating atau kerusakan
sistem kelistrikan, juga dapat memicu kecelakaan. Jika mesin kendaraan mati
secara tiba-tiba saat berkendara, pengendara mungkin kesulitan untuk
mengendalikan arah kendaraan, terutama di jalanan yang ramai atau berkecepatan
tinggi. Hal ini dapat menyebabkan kecelakaan tunggal, karena kendaraan berhenti
mendadak atau mengalami kegagalan total di tengah jalan.

Sistem Kemudi Rusak: Sistem kemudi yang tidak berfungsi dengan baik, seperti
setir yang macet atau rusak, dapat membuat pengendara kehilangan kontrol atas
arah kendaraan. Hal ini sangat berbahaya, terutama saat berada di jalan raya
dengan banyak tikungan atau jalur sempit. Kerusakan pada sistem kemudi sering
kali terjadi akibat kurangnya perawatan atau usia kendaraan yang sudah tua.
Masalah Suspensi: Suspensi yang rusak atau aus dapat memengaruhi
kenyamanan dan kestabilan kendaraan. Suspensi yang tidak berfungsi dengan
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baik dapat membuat kendaraan tidak stabil, terutama saat melaju di jalan yang
tidak rata atau bergelombang. Kendaraan dengan suspensi yang buruk lebih sulit
untuk dikendalikan, yang dapat meningkatkan risiko kecelakaan tunggal.
Pencegahan Kerusakan Teknis

Untuk mengurangi risiko kecelakaan tunggal yang disebabkan oleh kerusakan
teknis, langkah-langkah pencegahan yang efektif meliputi:

- Pemeriksaan Berkala: Melakukan pemeriksaan dan perawatan rutin terhadap
kendaraan, termasuk sistem rem, ban, mesin, dan sistem kemudi, sangat penting
untuk memastikan kendaraan dalam kondisi baik dan aman digunakan di jalan.

- Penggunaan Suku Cadang Berkualitas: Pastikan semua suku cadang
kendaraan, terutama yang vital seperti rem dan ban, menggunakan produk yang
berkualitas dan sesuai dengan standar kendaraan.

- Perhatikan Tanda-tanda Kerusakan: Pengendara harus selalu waspada

terhadap tanda-tanda kerusakan teknis, seperti bunyi yang tidak normal, getaran,
atau respons yang lambat pada sistem kendaraan, dan segera memperbaikinya
sebelum digunakan untuk berkendara.
Kerusakan teknis kendaraan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan
oleh pengendara. Kerusakan pada sistem-sistem utama kendaraan, seperti rem,
ban, dan kemudi, dapat menyebabkan hilangnya kendali atas kendaraan dan
berujung pada kecelakaan tunggal. Oleh karena itu, perawatan dan pemeriksaan
berkala, serta kewaspadaan terhadap tanda-tanda kerusakan, sangat penting untuk
mencegah kecelakaan dan menjaga keselamatan di jalan.

Dampak Kecelakaan Tunggal

Dampak dari kecelakaan tunggal tidak hanya menimpa korban dari segi fisik dan
mental, tetapi juga menimbulkan kerugian materiil. Bagi korban yang selamat, biaya
perawatan kesehatan dan perbaikan kendaraan sering kali menjadi beban yang harus
ditanggung sendiri.

Oleh karena itu, penting untuk meninjau perlindungan hukum yang tersedia bagi
korban kecelakaan tunggal dalam kerangka hukum nasional.

Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jalan dalam Kecelakaan Tunggal

Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Jalan yang

Aman

Kecelakaan tunggal, di mana hanya satu kendaraan terlibat tanpa adanya benturan
dengan kendaraan lain, tetap memerlukan perhatian dari segi perlindungan hukum. Di
Indonesia, hukum telah mengatur beberapa bentuk perlindungan yang dapat dimanfaatkan
oleh korban kecelakaan tunggal, meskipun kecelakaan tersebut tidak melibatkan pihak lain.
Perlindungan ini bertujuan untuk memberikan jaminan hukum bagi pengendara yang
mengalami kerugian, baik dari segi fisik maupun materiil.

Jurnal Syntax Fusion, Vol. 2, No. 12, Desember 2022 1057



Imam Subiyanto

1.1. Asuransi Kecelakaan Lalu Lintas

Korban kecelakaan tunggal berhak mendapatkan perlindungan melalui berbagai skema
asuransi. Dua jenis asuransi yang relevan untuk pengguna jalan dalam kasus kecelakaan
tunggal adalah:

e Asuransi Jasa Raharja: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1964
tentang Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan, PT Jasa Raharja memberikan jaminan
bagi korban kecelakaan lalu lintas, termasuk kecelakaan tunggal. Korban atau ahli
waris dapat menerima santunan berupa biaya perawatan dan penggantian dalam kasus
kecelakaan tunggal yang mengakibatkan luka-luka, cacat tetap, atau kematian.

o Asuransi Kendaraan: Jika pengendara memiliki asuransi kendaraan (seperti
asuransi all-risk atau total loss only/TLO), korban kecelakaan tunggal dapat
mengajukan klaim asuransi untuk menutupi kerusakan kendaraan. Asuransi ini
melindungi pengendara dari kerugian materiil yang timbul akibat kecelakaan tunggal,
seperti biaya perbaikan atau penggantian kendaraan.

1.2. Hak atas Pengobatan dan Santunan

Korban kecelakaan tunggal juga memiliki hak atas perawatan medis dan penggantian
biaya pengobatan melalui BPJS Kesehatan atau fasilitas kesehatan yang ditanggung oleh
asuransi pribadi. Jika kecelakaan menyebabkan cedera serius, korban dapat memanfaatkan
fasilitas kesehatan yang dijamin oleh BPJS atau asuransi kesehatan lainnya, dengan syarat
melaporkan kecelakaan tersebut kepada pihak yang berwenang dan mengikuti prosedur
klaim yang ditetapkan.

1.3. Gugatan Hukum Perdata

Korban kecelakaan tunggal dapat mengajukan gugatan perdata jika kecelakaan
tersebut terjadi karena kelalaian pihak lain, seperti kelalaian pemerintah dalam pemeliharaan
jalan, cacat produk kendaraan (product liability), atau kelalaian dalam penyediaan fasilitas
umum. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata),
korban berhak mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang bertanggung jawab atas
kecelakaan tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung.

2. Tanggung Jawab Pemerintah dalam Penyediaan Infrastruktur Jalan yang

Aman

Pemerintah memiliki kewajiban yang besar dalam memastikan keselamatan para
pengguna jalan, termasuk dalam konteks penyediaan infrastruktur jalan yang aman dan
layak. Hal ini diatur secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Berikut adalah beberapa tanggung jawab pemerintah
dalam hal ini:

2.1. Penyediaan dan Pemeliharaan Jalan

Pemerintah bertanggung jawab untuk menyediakan dan memelihara jalan sesuai
dengan standar keselamatan yang berlaku. Pasal 24 UU No. 22 Tahun 2009 mengamanatkan
bahwa pemerintah dan penyelenggara jalan harus memastikan bahwa setiap jalan yang
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digunakan oleh publik berada dalam kondisi yang baik dan layak untuk digunakan. Jika
ditemukan kerusakan jalan, pemerintah berkewajiban untuk segera memperbaikinya.
Kewajiban ini meliputi perbaikan jalan berlubang, jalan yang tidak rata, serta pemasangan
rambu-rambu dan marka jalan yang memadai. Kerusakan infrastruktur yang tidak diperbaiki
tepat waktu dapat menjadi dasar bagi korban kecelakaan tunggal untuk mengajukan tuntutan
hukum terhadap pemerintah atau pengelola jalan yang lalai.

2.2. Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah

Sesuai dengan Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009, pemerintah atau penyelenggara
jalan bertanggung jawab secara hukum apabila kecelakaan lalu lintas terjadi karena
kerusakan jalan yang tidak segera diperbaiki setelah diketahui. Apabila kecelakaan tunggal
terjadi akibat kondisi jalan yang tidak aman, korban berhak mengajukan gugatan terhadap
pemerintah sebagai penyelenggara jalan.
Dalam hal ini, pemerintah dapat dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian mereka dalam
memastikan jalan aman dan layak digunakan. Korban yang mengalami kecelakaan karena
jalan berlubang, permukaan jalan yang rusak, atau rambu lalu lintas yang tidak memadai
dapat menuntut ganti rugi atas kerugian yang diderita.

2.3. Mekanisme Tuntutan Hukum

Untuk menuntut tanggung jawab pemerintah, korban harus dapat membuktikan
bahwa kecelakaan tersebut disebabkan oleh kerusakan jalan atau kelalaian pemerintah dalam
memelihara jalan. Bukti-bukti yang dapat diajukan antara lain dokumentasi kondisi jalan saat
kecelakaan, saksi mata, serta laporan kecelakaan dari kepolisian. Korban dapat mengajukan
gugatan perdata berdasarkan kelalaian pemerintah atau melalui mekanisme hukum lain yang
relevan.

2.4. Upaya Pencegahan Kecelakaan Tunggal

Pemerintah juga memiliki peran dalam mencegah kecelakaan tunggal dengan

menerapkan kebijakan lalu lintas yang proaktif, seperti:

e Peningkatan Kualitas Infrastruktur: Pembangunan jalan baru yang sesuai dengan
standar keselamatan internasional dan peningkatan infrastruktur jalan yang ada.

« Sistem Peringatan Dini: Pemasangan rambu-rambu dan sistem peringatan di titik-
titik rawan kecelakaan, seperti tikungan tajam, jalan menurun, atau area yang sering
mengalami kerusakan.

« Kampanye Keselamatan Lalu Lintas: Meningkatkan kesadaran pengendara
melalui edukasi tentang pentingnya keselamatan berkendara, terutama di jalan yang
rawan kecelakaan. Pengguna jalan yang mengalami kecelakaan tunggal memiliki hak
atas perlindungan hukum yang jelas, mulai dari klaim asuransi, hak atas perawatan
medis, hingga potensi untuk menuntut pemerintah jika kecelakaan tersebut
disebabkan oleh kondisi jalan yang buruk. Tanggung jawab pemerintah dalam
penyediaan dan pemeliharaan infrastruktur jalan yang aman adalah komponen
penting dalam mencegah kecelakaan tunggal dan memberikan jaminan keselamatan
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bagi pengguna jalan. Jika pemerintah gagal memenuhi tanggung jawab tersebut,
korban kecelakaan tunggal dapat menuntut pertanggungjawaban hukum untuk
memperoleh ganti rugi atas kerugian yang diderita.

Hak Pengendara terhadap Klaim Asuransi dan Kompensasi

Selain tanggung jawab negara, korban kecelakaan tunggal juga memiliki hak untuk
mengajukan klaim asuransi. Dalam kebanyakan kasus, kecelakaan tunggal dapat dicover oleh
asuransi kendaraan, dengan syarat bahwa pengendara tidak melakukan pelanggaran berat
seperti berkendara dalam keadaan mabuk atau melanggar batas kecepatan. Klaim asuransi
dapat mencakup biaya perbaikan kendaraan, biaya medis, dan dalam beberapa kasus,
kompensasi atas hilangnya pendapatan.
Namun, dalam praktiknya, klaim asuransi sering kali menghadapi hambatan seperti birokrasi
yang lambat atau syarat-syarat yang sulit dipenuhi oleh korban kecelakaan. Oleh karena itu,
penting untuk memberikan edukasi kepada pengguna jalan mengenai hak-hak mereka dalam
konteks perlindungan asuransi.

Peran Hukum Perdata dalam Menyelesaikan Sengketa

Jika terjadi sengketa terkait tanggung jawab kecelakaan tunggal, pengendara atau

korban dapat menempuh jalur hukum perdata untuk menuntut ganti rugi.
Gugatan perdata dapat diajukan terhadap pemerintah jika terbukti bahwa kecelakaan terjadi
akibat kelalaian dalam penyediaan infrastruktur jalan. Selain itu, dalam beberapa kasus,
korban dapat menggugat produsen kendaraan jika kecelakaan disebabkan oleh cacat produk
(product liability).

Namun, untuk mengajukan gugatan perdata, korban harus memiliki bukti yang cukup
kuat untuk mendukung klaim mereka. Oleh karena itu, penting bagi pengguna jalan untuk
mendokumentasikan kondisi jalan atau cacat teknis kendaraan yang diduga menjadi
penyebab kecelakaan.

Dalam kecelakaan tunggal, peran hukum perdata sangat penting untuk menyelesaikan
sengketa yang muncul terkait dengan kerugian materiil, fisik, dan psikologis yang dialami
oleh korban. Meskipun kecelakaan tunggal umumnya hanya melibatkan satu pihak, sering
kali terdapat unsur kelalaian dari pihak lain yang dapat dituntut secara perdata. Berikut adalah
beberapa aspek penting terkait peran hukum perdata dalam menyelesaikan sengketa
kecelakaan tunggal:

Prinsip Dasar Hukum Perdata dalam Kecelakaan Tunggal

Hukum perdata di Indonesia, yang didasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPerdata), mengatur hak dan kewajiban individu dalam kaitannya dengan
kerugian yang disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan pihak lain. Dalam konteks
kecelakaan tunggal, hukum perdata memainkan peran penting dalam memberikan
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mekanisme ganti rugi bagi korban yang menderita kerugian sebagai akibat dari kecelakaan
tersebut.

Pasal 1365 KUHPerdata menyebutkan bahwa "'setiap perbuatan melawan hukum
yang menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya
menerbitkan kerugian itu, untuk mengganti kerugian tersebut.” Berdasarkan pasal ini,
korban kecelakaan tunggal dapat mengajukan gugatan perdata terhadap pihak yang diduga
bertanggung jawab atas terjadinya kecelakaan atau kerugian yang timbul.

Potensi Gugatan dalam Kecelakaan Tunggal

Ada beberapa pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban melalui mekanisme
hukum perdata dalam kasus kecelakaan tunggal:

2.1. Tuntutan terhadap Pemerintah atau Penyelenggara Jalan

Korban kecelakaan tunggal yang disebabkan oleh kerusakan atau ketidaklayakan
jalan, seperti jalan berlubang, tidak rata, atau kurangnya rambu-rambu keselamatan, dapat
mengajukan gugatan perdata terhadap pemerintah atau penyelenggara jalan. Berdasarkan
Pasal 273 UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemerintah
bertanggung jawab atas kerusakan jalan yang tidak diperbaiki dalam waktu yang wajar
setelah kerusakan tersebut diketahui.

Untuk memenangkan gugatan, korban harus membuktikan bahwa kecelakaan terjadi
akibat kondisi jalan yang buruk dan bahwa pemerintah atau penyelenggara jalan telah lalai
dalam memelihara jalan tersebut. Bukti berupa foto kondisi jalan, saksi mata, dan laporan
kepolisian dapat digunakan dalam proses pembuktian.

2.2. Tuntutan terhadap Produsen Kendaraan (Product Liability)

Dalam beberapa kasus kecelakaan tunggal, kerusakan teknis pada kendaraan, seperti

rem yang tidak berfungsi atau cacat pada sistem kemudi, dapat menjadi penyebab utama
kecelakaan. Dalam situasi ini, korban dapat mengajukan gugatan product liability terhadap
produsen kendaraan atau distributor yang menjual produk tersebut.
Berdasarkan prinsip strict liability, produsen bertanggung jawab atas kerusakan yang
disebabkan oleh produk cacat, bahkan jika tidak ada kelalaian dari pihak korban. Korban
harus membuktikan bahwa cacat pada kendaraan menjadi penyebab langsung kecelakaan.
Dokumentasi servis kendaraan, riwayat penggunaan, dan analisis teknis dapat menjadi alat
bukti yang kuat dalam gugatan ini.

2.3. Tuntutan terhadap Pihak Ketiga

Jika kecelakaan tunggal terjadi karena faktor eksternal lain, seperti kendaraan
mengalami kecelakaan akibat terkena barang yang jatuh dari truk atau kendaraan lain, korban
dapat mengajukan tuntutan terhadap pihak ketiga yang menyebabkan kecelakaan. Pihak
ketiga yang terlibat secara tidak langsung tetapi berkontribusi terhadap terjadinya kecelakaan
dapat dimintai pertanggungjawaban.

Jenis Ganti Rugi dalam Gugatan Perdata
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Dalam konteks kecelakaan tunggal, korban dapat menuntut beberapa jenis ganti rugi melalui
mekanisme perdata, antara lain:

3.1. Ganti Rugi Materiil

Ganti rugi materiil mencakup kerugian ekonomi yang dapat dihitung secara
kuantitatif, seperti:

o Biaya perbaikan kendaraan: Korban berhak mendapatkan kompensasi atas biaya
perbaikan kendaraan yang rusak akibat kecelakaan.

o Biaya pengobatan: Jika korban mengalami cedera, biaya medis yang dikeluarkan
untuk perawatan, baik di rumah sakit maupun biaya rehabilitasi, juga dapat dituntut
sebagai ganti rugi.

« Hilangnya penghasilan: Korban yang tidak dapat bekerja akibat cedera yang dialami
dalam kecelakaan berhak menuntut kompensasi atas hilangnya pendapatan selama
masa pemulihan.

3.2. Ganti Rugi Immateriil
Selain kerugian ekonomi, korban kecelakaan tunggal juga dapat menuntut ganti rugi
immateriil untuk penderitaan non-ekonomi yang dialami, seperti:

« Rasa sakit dan penderitaan: Korban dapat menuntut kompensasi atas penderitaan
fisik dan mental yang dialami akibat kecelakaan.

o Cacat permanen: Jika kecelakaan menyebabkan cacat fisik yang memengaruhi
kualitas hidup korban, kompensasi atas hilangnya kesempatan dan kemampuan
berfungsi secara normal dapat diminta.

o Dampak psikologis: Trauma psikologis yang timbul akibat kecelakaan, seperti
gangguan kecemasan atau depresi, juga dapat menjadi dasar untuk menuntut ganti
rugi.

Proses Penyelesaian Sengketa melalui Peradilan Perdata

Untuk menyelesaikan sengketa terkait kecelakaan tunggal melalui mekanisme
perdata, korban harus mengikuti beberapa tahap, yaitu:

4.1. Pengajuan Gugatan

Gugatan perdata diajukan di pengadilan negeri yang berwenang, sesuai dengan
domisili tergugat atau tempat kejadian perkara. Gugatan harus mencantumkan klaim ganti
rugi yang diinginkan korban dan alasan hukum yang mendasarinya, serta bukti-bukti
pendukung.

4.2. Pembuktian

Tahap pembuktian merupakan tahap krusial dalam proses peradilan. Korban harus
mampu membuktikan bahwa kecelakaan tunggal yang dialaminya disebabkan oleh kelalaian
tergugat, baik itu kelalaian pemerintah dalam pemeliharaan jalan, cacat produk kendaraan,
atau kesalahan pihak ketiga. Bukti yang relevan dapat mencakup dokumen teknis, saksi mata,
rekaman CCTYV, serta laporan kepolisian.
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4.3. Putusan Pengadilan

Setelah mendengarkan bukti dan argumen dari kedua belah pihak, pengadilan akan
memutuskan apakah tuntutan korban dapat diterima dan berapa besar ganti rugi yang harus
dibayarkan tergugat jika terbukti bersalah. Jika pihak yang kalah tidak puas dengan putusan
tersebut, mereka dapat mengajukan banding ke pengadilan yang lebih tinggi.

Hukum perdata memiliki peran yang sangat penting dalam menyelesaikan sengketa
yang muncul akibat kecelakaan tunggal. Korban kecelakaan dapat menuntut pihak lain yang
dianggap bertanggung jawab, seperti pemerintah, produsen kendaraan, atau pihak ketiga,
melalui gugatan perdata untuk mendapatkan ganti rugi atas kerugian yang dialami. Dalam
setiap kasus, bukti yang kuat sangat penting untuk memenangkan gugatan dan memperoleh
kompensasi yang layak. Mekanisme hukum perdata ini memberikan jalur penyelesaian yang
adil bagi korban kecelakaan tunggal dalam memperoleh hak-haknya.

Tantangan dalam Perlindungan Hukum bagi Pengguna Jalan Kurangnya

Penegakan Hukum terhadap Tanggung Jawab Negara

Meskipun undang-undang mengatur kewajiban negara dalam menyediakan
infrastruktur jalan yang aman, penegakan hukum di lapangan sering kali lemah. Banyak
kecelakaan tunggal yang disebabkan oleh kondisi jalan buruk tidak ditindaklanjuti secara
serius oleh pemerintah. Kurangnya respons cepat terhadap laporan kerusakan jalan dan
minimnya upaya perbaikan menjadi kendala utama dalam memastikan keselamatan
pengguna jalan.

Rendahnya Tingkat Edukasi Pengguna Jalan tentang Hak-hak Mereka

Sebagian besar pengguna jalan tidak sepenuhnya memahami hak-hak mereka dalam
menghadapi kecelakaan tunggal. Edukasi mengenai prosedur klaim asuransi, mekanisme
hukum, serta kewajiban pemerintah masih minim di masyarakat. Hal ini menyebabkan
banyak korban kecelakaan tunggal tidak mendapatkan kompensasi atau bantuan yang layak.

KESIMPULAN

Kecelakaan tunggal merupakan masalah yang membutuhkan perhatian serius dalam
kerangka perlindungan hukum di Indonesia. Pemerintah memiliki tanggung jawab besar
dalam menyediakan infrastruktur jalan yang aman, sementara pengguna jalan memiliki hak-
hak yang harus dihormati, terutama dalam konteks klaim asuransi dan tuntutan hukum.
Diperlukan upaya peningkatan edukasi bagi masyarakat tentang hak-hak mereka, serta
penegakan hukum yang lebih efektif dalam memastikan keselamatan di jalan raya. Ke depan,
perlindungan hukum yang lebih baik terhadap pengguna jalan dapat meminimalisir dampak
negatif dari kecelakaan tunggal, baik dari segi fisik maupun finansial.
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